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Abstract 

This article examines the Legal pluralism of divorce in Aceh, even though 

the government has regulated divorce laws that apply nationally. However, 

the Ulama Consultative Assembly (MPU) of Aceh Has issued a fatwa 

whose legal substance was different from the divorce regulations made by 

the government, coupled with the legal conditions for divorce in Acehnese 

people who are fanatical to the school (mazhab) of Shafi'i which is 

theoretically different from the divorce law in Indonesia. This type of 

research is doctrinal with a legal pluralism approach. This article aims to 

analyze the dynamics of divorce law in Acehnese society. The results show 

that there are three kinds of law that normatively and sociologically apply in 

Aceh, namely fikih munakat, fatwa and state law, and each has its own legal 

concept regarding divorce. 
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Abstrak 
 

Artikel ini mengkaji pluralisme hukum perceraian di Aceh, meskipun 

pemerintah telah mengatur hukum perceraian yang berlaku secara nasional. 

Namun, nyatanya MPU Aceh mengeluarkan fatwa yang subtansi hukumnya 

berbeda dengan peraturan perceraian yang dibuat oleh pemerintah, ditambah 

lagi dengan kondisi hukum perceraian pada masyarakat aceh fanatik kepada 

mazhab fikih Syafi'i yang secara teoritis berbeda dengan hukum perceraian 

di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah doktrinal dengan pendekatan 

pluralisme hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis  dinamika hukum 

perceraian pada masyarakat Aceh. Hasilnya menunjukan bahwa ada tiga 

bentuk hukum yang secara normatif dan sosiologis berlaku di Aceh yaitu 

fikih munakahat (Mazhab Syafi'i), fatwa dan hukum negara, masing-masing 

memiliki konsep hukum tersendiri tentang perceraian. 
 

Kata kunci: Pluralisme Hukum, Perceraian, Majelis Permusyawaratan 

Ulama, Fatwa 
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Pendahuluan 

Pluralisme hukum perceraian di Aceh bukanlah hal baru, dengan beckground 

masyarakat Aceh yang kental dengan adat dan Islam, sejatinya telah menggambarkan 

bagaimana relasi adat dan Islam menyatu dalam setiap aktifitas. John R. Bowen melalui 

penelitianya di Aceh telah menggambarkan bagaimana agama, hukum dan adat hidup 

meskipun terkadang tidak terlepas dari perdebatan-perdebatan.
1
 Pluralisme hukum di 

Aceh semakin berkembang pasca-Memorandum of Usderstanding (MOU) antara 

Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Efek dari MOU tersebut 

memberikan keleluasaan kepada pemerintah Aceh untuk membangun hukum 

berdasarkan syariat Islam.
2
Apalagi dengan diberlakukannya otonomi khusus di Aceh 

semakin memperkuat kewenangan pemerintah Aceh dalam menghudupkan hukum yang 

bernuansa syariat dan adat.
3
 Lembaga adat dihidupkan kembali bahkan diatur dalam 

undang-undang tersendiri. Tidak hanya itu saja, Majelis Ulama Idonesia berubah wujud 

menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Begitu juga dengan peradilan agama 

berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.
4
 adanya Dinas Syariat Islam dan wilayatul 

hisbah (polisi syariah) semakin melengkapi eksistensi penerapan syariat Islam di Aceh. 

Transformasi ini terjadi ketika pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada 

pemerintah Aceh untuk membentuk aturan hukum sendiri dengan sistem pemerintahan 
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disentralisasi. Bentuk disetralisasi dilakukan untuk memperbaiki komitmen dan tidak 

melepaskan fungsi sentral pemerintahan.
5
 

Pemberlakuan hukum adat dan Islam di Aceh sudah lama terbentuk sebelum 

Indonesia Merdeka, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Aceh memiliki 

peran penting dalam mencapai kemerdekaan. Sehingga tuntutan penting yang di 

Inginkan oleh Ulama Aceh pada sat itu adalah menerapkan Syariat Islam pasca-

kemerdekaan.
6
 Ulama bagi masyarakat Aceh memiliki posisi sentral dalam aktifitas 

keagamaan. Tidak hanya itu saja, bahkan dalam konteks sosial, Ulama dengan 

pengaruhnya turut membantu pemberantasan narkoba di Aceh.
7
 Kedudukan MPU 

semakin menguat pasca diberlakukannya syariat Islam di Aceh.
 8

Sehingga sudah 

sewajarnya fatwa memiliki pengaruh bagi masyarakat Aceh. 

 Secara histori, adat dan Islam sejak lama telah hidup pada masa kesultanan 

Aceh. Bahkan syariat dan adat hidup berdampingan dan tidak dibedakan satu sama 

lainnya.
9
 Sebagaimana hadih madja (pepatah) "hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeut 

(syariat dan adat seperti zat dan sifat).
10

syariat dan adat menyatu dalam segala aktifitas 

sosial terutama yang berhubungan langsung dengan praktik hukum. Meskipun begitu, 

pasca-keemrdekaan peraturan pemerintah tetap menjadi satu rujukan ketika syariat dan 

adat tidak mengatur. Pergesekan antara syariat, adat dan negara terjadi pasca pemerintah 

mengatur ranah-ranah privat yang secara mendasar telah diatur dalam syariat dan adat 

Aceh. Friksi tersebut muncul ketika masyarakat, ulama berbeda pandangan dengan 

pemerintah, seperti hukum percerian. 

Perceraian merupakan ranah privat yang berkaitan langsung dengan hukum 

agama. Dalam hal ini masyarakat lebih cenderung kepada pendapat Ulama-Ulama 

Aceh. Ulama Aceh melalui MPU telah mengeluarkan fatwa tentang talak. Dalam fatwa 
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MPU Aceh substansi hukum perceaian sama halnya dengan ketentuan perceraian yang 

ada dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, karena diketahui bahwa ulama dan masyarakat 

Aceh sangat kental dengan kitab fikih bermazhab Syafi'i.
11

 Dalam permasalahan 

perceraian permerintah Indonesia ingin menyatukan konsep perceraian. Namun, 

mengingat pluralitas budaya dan agama menimbulkan friksi yang pada akhirnya terjadi 

pemilihan hukum apakah menggunakan hukum Islam atau hukum negara.  Ada 

perbedaan mendasar tentang konsep perceraian antara pemerintah dan masyarakat Aceh. 

Perbedaan ini terletak pada cerai talak. Peraturan perkawinan di Indonesia menegaskan 

bahwa cerai talak yang diputuskan oleh pengadilan agama tergolong  talak ba'in sugra, 

sedangkan pada masyarakat Aceh memiliki pemahaman bahwa cerai talak yang 

dijatuhkan oleh suami diklasifikasikan kedalam beberapa hal yaitu talak raj'i,ba'in 

sugra dan ba'in kubra. 

Pluralisme hukum perceraian semakin eksis tatkala MPU turut melegitimasi 

kebenaran cerai talak versi fikih mazhab Syafi'i.  ditambah lagi dalam fatwa MPU 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang talak didasari oleh kegelisahan hukum masyarakat tentang 

status hukum cerai talak yang diucapka oleh suami sebanyak tiga kali. Meskipun 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Salamudin, A.Hamid Sarong dan Muzakkir 

Abubakar menjelaskan bahwa fatwa tersebut memiliki dampak negatif terhadap 

perceraian ketika dilihat dari aspek perlindungan hukum. Tampaknya, dampak tersebut 

tidak menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat Aceh . 

Pluralisme hukum yang ada dan terus berkembang di Aceh. Menyebabkan 

problematika tersendiri dalam hukum perceraian di Aceh. Bahkan dalam hal ini 

pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, belum mampu 

menngatasi problematikan tersebut, dikatakan demikian karena hingga saat ini di Aceh 

masih terjadi pedebatan antara masyarakat, MPU dan Pemerintah Indonesia terkait 

dengan hukum perceraian di Aceh. 

Pluralisme hukum sejatinya tidak hanya terjadi di Aceh saja, Ikhwanuddin 

Harahap juga pernah meneliti tentang pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat 
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Tapanuli Selatan.
12

begitu juga dengan Hanisah Binte Abdullah Sani tentang pluralisme 

hukum,
13

Arskal Salim,
14

Novita Dewi Masyithoh,
15

 dan Mies Grijns dan Hoko Horii
16

 

yang mendudukan dua konsep hukum berbeda antara undang-undang perkawinan dan 

norma hukum agama dalam batas usia nikah. Beberapa penelitian tersebut menkaji 

bagaimana pluralime hidup. bahkan tidak terkadang dalam keonteks tertentu pluralisme 

tidak selalu berjalan dengan baik dan pluralisme juga tidak menafikan friksi-friksi 

hukum ketika diaplikasikan pada masyarakat. Artikel ini betujuan untuk menganalisis 

pluralisme hukum perceraian di Aceh dan berusaha menganalisis friksi hukum 

perceraian yang terjadi di Aceh baik dari sudu pandang normatif, sosiologi, antropologis 

dan filosofis. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini hukum normatif yang mengkaji aspek doktrinal.
17

 Penelitian 

doktrinal dilakukan untuk, menganalisis, mendeskripsikan, mengkritik aturan hukum 

yang telah tetapkan dalam dokumen-dokumen resmi.
18

 artikel ini akan menganalisis 

akar pluralisme hukum perceraian yang terjadi di Aceh antara Adat, fatwa dan 

peraturan-peraturan pemerintah tentang perceraian. Pendekatan yang digunakan yaitu 

pluralisme hukum (legal pluralism).
19

 Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah 

lebih jauh tentang pluralisme hukum perceraian yang terjadi pada masyarakat Aceh. 

Untuk mendapatkan hasil penelitian komprehensip, peneltian ini juga menggunakan 

penelitian-penelitian empiris yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.  

Refleksi Pluralisme Hukum  
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Pluralisme hukum (legal pluralism) diartikan sebagai interaksi berbagai sistem 

hukum dalam bidang sosial, pluralisme hukum juga dipandang sebagai suatu keadaan 

empiris masyarakat
20

 atau realitas hukum. Sema halnya dengan pernyataan For Shah 

bahwa: ―Legal pluralism is indicative of a factual state of affairs whereby different 

norm systems are coming into interplay with each other with complex result‖.
21

 Eugen 

Ehrlich, yang merupakan ahli hukum Austria terkenal dengan teori "living law" telah 

memberikan pengaruh terhadap konsep hukum, Ehrlich telah menegaskan tentang 

perbedaan penting antara hukum yang ada di buku dan hukum yang hidup 

dimasyarakat.
22

  

Lebih jauh Ehrlich juga telah mendiskusikan legal pluralism dengan detail, 

Ehrlich menyatakan bahwa hukum berangkat dari fakta sosial yang bergantung kepada 

sosial dari pada negara, menurutnya hukum hanya dapat dipahami dari perspektif 

sosiologi. Ehrlich menambahkan bahwa hukum telah hidup dan berkembang sebelum 

hukum negara ada, beberapa aturan seperti pernikahan, bisnis dan institusi sosial 

lainnya lebih dulu hidup ketimbang hukum negara. Oleh karena itu, hukum yang hidup 

dimasyarakat harus diberi posisi sama dengan hukum negara.
23

 Pluralisme hukum juga 

diartikan sebagai situasi dimana hukum yang berlaku bagi semua masyarakat tidak 

hanya satu hukum saja bahkan lebih. Kebanyakan pluralisme hukum terjadi karena 

hukum yang berbeda digunakan partikuler kelompok-kelompok yang disebut "tribal 

societies".
24

Senada dengan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa pluralisme 

hukum memiliki arti keragaman sistem atau budaya hukum yang berbeda dalam sebuah 

politik tunggal. lebih jauh Friedman menggambarkan bahwa pluralisme hukum 

berhubungan dengan budaya, politik dan sosio-ekonomi. 
25

   

Merry membagi kajian legal pluralism kepada dua kategori; Pertama classical 

legal pluralism yang dihasilkan dari penelitian pada masa masyarakat kolonial dan 
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pasca-kolonial, penelitian ini mencoba menganalisis persinggungan hukum adat dan 

eropa. Kedua yang dikatakan new legal pliralism (akhir 1970-an) lebih kepada 

penerapan konsep pluralisme hukum pada masyarakat non-kolonialisme seperti negara 

eropa dan amerika serikat.
26

 Pengaruh globalisasi mengarahkan negara-negara di Eropa 

untuk mengkaji dan menerapkan pluralisme hukum. 

 Pada abad 20, kajian Legal pluralism menjadi daya tarik bagi para akademis dan 

praktisi hukum eropa,  mereka mengkaji bagaimana penggunaan pluralisme hukum 

yang dilakukan di negara-negara Asia dan Afrika, dimana adat, agama dan hukum 

negara dipraktikkan tanpa menggunakan hukum eropa.
27

 Secara historis, pasca 

kemedekaan yang diperoleh dari negara-negara eropa. Seperti Negara Replubik Sierra 

Leone yang terletak di Afrika,
28

 Botswana bagian afrika selatan,
29

 Singapore,
30

 

Indonesia masih menggunakan peninggalan hukum kolonial meskipun dielaborasi 

dengan kearifan lokal, dan beberapa negara eropa yang saat ini menerapkan pluralisme 

hukum seperti Argentina,
31

 Brazil,
32

 German, UK,
33

 Salamon Island.
34
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Masing-masing negara tersebut mendialogkan antara legal pluralism dan 

konstitusi negara. Teori pluralisme telah memberi gambaran bahwa dalam masyarakat 

tidak hanya berlaku satu hukum negara saja, melainkan ada hukum-hukum lain yang 

hidup di masyarakat. Pluralime hukum menempati ruang-ruang sosial dan saling 

bernegosiasi dalam ruang hukum negara.
35

 Globalisasi mempengaruhi pekembangan 

hukum sehingga membentuk ragam hukum. Meskipun begitu, tidak dapat dinafikan 

bahwa pluralisme hukum masih diperdebatan. Pluralisme hukum terkadang sering 

disajikan sebagai dua wajah hukum yang saling bersaing dalam menjawab tantangan 

hukum global.
36

 Pluralisme hukum seakan membantah paradigma legal centralism yang 

lebih menekankan hukum negara. Padangan legal centralism memandang bahwa hukum 

merupakan susunan hirarki yang ideal (eksklusif), tersusus dan sistematis. Hukum 

terpusat kepada pemerintah sehingga hukum seragam dan digunakan oleh seluruh 

masyarakat.
37

 

Kajian pluralisme hukum pada kenyataan sangat membantu terhadap 

pengembangan hukum yang hanya bersifat normatif pada negara-negara modern.
38

 

Manarik apa yang disampaikan oleh John Griffiths bahwa;  

 

―Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, anideal, aclaim, 

anillusion. Nevertheless, the ideology of legal centralism has had such a 

powerful hold on the imagination of lawyers and social scientists that its 

picture of the legal world has been able successfully to masquerade as fact 

and has formed the foundation stone of social and legal theory.‖
39

 

 

Lebih lanjut Griffiths membagi pluralisme hukum menjadi dua bagian yaitu 

pluralisme hukum lemah (weak) dan kuat (strong). Pliralisme hukum lemah ketika 

negara dengan sistem sentralisasi hukum mengakui hukum non-negara dan 

keberlakuannya dibawah hukum negara, sedangkan pluralisme hukum kuat mengakui 
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dan memposisikan hukum non-negara sama kapasitasnya dengan hukum negara.
40

 

Werner Menski yang terkenal dengan teori konsep segitiga pluralisme hukum 

(triangular concept of legal legal pluralism) telah menggambarkan beberapa konsep 

hukum yang telah dibahas oleh para pakar hukum dunia.
41

 Sebelum membahas 

pluralisme hukum, Menski mencoba memetakan pandangan dunia tentang hukum dan 

sumber hukum. Menski melihat bahwa pandangan hukum yang terpusat kepada negara 

(sistem sentral) dengan menganggap bahwa hukum non-negara tidak legal tidak akan 

memberikan perubahan yang dinamis terhadap hukum. Oleh karena itu, Menski 

menawarkan konsep pluralisme hukum untuk menjawab hukum global. Tiga bentuk 

hukum yaitu Negara, sosial dan agama/etik/moral. Menski mengusulkan model 

pemahaman hukum yang terfokus pada pluralitas yang memperhitungkan secara 

implisit dari semua tiga elemen utama segitiga seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

dibawah ini;
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Model Pemahaman Hukum 

 

Gambar diatas menunjukan bahwa pluralisme hukum akan menjadikan hukum 

yang ideal, ketika hukum yang ada di luar dimasukan kedalam lingkaran maka akan 

mengambarkan bahwa hukum dibentuk dari elemen-elemen yang beragam. Menski 

ingin mengungkapkan bahwa ketika melihat sesuatu harus secara universal tidak parsial, 
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seperti melihat pohon. Maka, harus melihat unsur-unsur pohon secara menyeluruh, 

ranting, daun, akar, dahan dan lainnya.
43

  

Gambaran pluralisme hukum seakan membantah paham positivism yang hanya 

menganggap bahwa hukum legal itu hanyalah hukum negara tanpa menganggap hukum 

yang berlaku diluar negara (non-state). Pluralisme hukum lebih mendukung teori 

Friedman tentang sistem hukum yang memasukan budaya hukum sebagai penentu 

bergeraknya hukum. Pluralisme hukum sejatinya tidak hanya berbicara tentang 

substansi hukum dan struktur hukum, jauh dari pada itu pluralisme hukum juga 

mengatur tentang budaya hukum yang oleh Friedman disebut "legal culture".
44

 

Pluralisme Hukum Di Aceh 

Status yang disandang oleh Aceh sebagai provinsi yang memiliki kekhususan 

pasca-MOU memberikan angin segar bagi masyarakat dan "politisi" Aceh. Nyatanya 

MOU memberikan kewenangan bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan aturan hukum 

yang berkearifan lokal. Hasil dari MOU melahirkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

1999 Tentang Keistimewaan Aceh yang semakin mempertegas posisi keistimewaan 

Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan.
45

 Undang-Undang tersebut merupakan 

bentuk pertanggung jawaban pemerintah Indonesia atas tuntutan masyarakat Aceh. 

Namun, pluralisme hukum tidak secara langsung dibentuk di bumi Aceh, pada tahun 

2001 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi 

Khusus, Aceh baru dapat menerapkan syariat Islam sebagaimana yang diinginkan 

sebelum MOU.  

Pada dasarnya dalam konstitusi Indonesia telah mengakui keragaman adat dan 

hak-hak tradisional, pemerintah mengakui bahwa hukum adat merupakan hukum yang 

hidup di masyarakat dan kewajiban pemerintah mengakomodir keragaman hukum adat. 

Hal ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007. 

Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengakui hukum adat apabila 

memenuhi empat hal, 1) masih hidup, 2) sesuai dengan kondisi masyarakat, 3) sesuai 
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prinsip negara, 4) diatur dalam Undang-undang.
46

 Meskipun begitu, pemerintah Aceh 

dengan pemerintah Indonesia ingin mempertegas dan memperjelas status bentuk 

pelaksanaan Pemerintahan Aceh, sehingga pemerintah mengesahkan beberapa Undang-

Undang, antara lain; Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang 

Keistimewaan Aceh; Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi 

Khusus; Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
47

 

Undang-undang tersebut merupakan pintu masuk lahirnya pluralisme hukum di Aceh.  

Undang-Undang tentang Keistimewaan Aceh mengatur tentang  

penyelenggaraan keistimewaan aceh yang mencakup penyelenggaraan kehidupan 

beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama. Peraturan ini mengarah kepada 

aturan umum tetang objek dan arah kebijakan peraturan pemerintah Aceh. Lebih detail 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh mengatur sistem 

pemerintahan Aceh dan lembaga adat, ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus semakin memperjelas pluralisme 

hukum di Aceh, beberapa lembaga lahir melalui undang-undang tersebut, seperti 

lembaga adat, peradilan adat,
48

 Mahkamah Syari'iyah, Majelis Adat Aceh, Majelis 

Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis Pendidikan 

Daerah, Lembaga Wali Nanggroe. Bahkan berbagai qanun terus lahir dan menggeser 

hukum-hukum nasional, seperti lahirnya qanun jinayat, Acara Jinayat.  bahkan saat ini 

pemerintah Aceh sedang menyiapkan qanun munakahat. Meskipun begitu, hukum 

nasional tetap berlaku di Aceh dan saling berdampingan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum di Aceh. Karena melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menegaskan bahwa bentuk pemerintahan daerah yaitu desentralisasi. 

Meskipun pluralisme hukum terus berkembang di Aceh. Namun, kelihatannya 

pemerintah baik pemerintah daerah dan pemerintahan pusat belum mampu menjebatani 

problematika hukum perceraian di Aceh, hingga saat ini di Aceh masih terjadi 

pedebatan antara masyarakat, MPU dan Pemerintah Indonesia terkait dengan hukum 

perceraian di Aceh. 
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Islam, Fatwa dan Negara: Potret hukum Perceraian di Aceh, Indonesia 

Banyak faktor yang mendasari terjadinya perceraian di Indonesaia, setidakya 

dapat diklasifikasikan kepada 2 (dua) faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal termasuk ekonomi,
49

 sexualitas, KDRT sedangkan fakto eksternal 

meliputi lingkungan sosial, pendidikan. Faktor eksternal cukup mempengaruhi 

terjadinya perceraian. Pergeseran sosial turut serta mempengaruhi terjadinya 

perceraian.
50

 Tidak hanya itu saja, tren nikah muda juga menjadi pemicu perceraian 

ketika praktik pernikahan tidak sesuai dengan angan-angan dan harapan dicita-citakan. 

Begitu juga dengan Aceh, perceraian didominasi oleh gugat cerai, pada tahun 2020 

bulan terhitung jumlah perceraian sebanyak 2.397 perkara yang terdiri dari gugat cerai 

sebanyak 1.737 perkara dan cerai gugat sebanyak 660 perkara.
51

 Jumlah cerai gugat di 

Aceh merupakan data cerai talak yang terdapat dipengadilan, sedangkan di luar 

pengadilan sulit untuk didata mengingat jangkauan perceraian yang luas dan tertutup 

menjadi kendala tersendiri.  

Cerai di pengadilan atau diluar pengadilan merupakan pilihan hukum yang 

nantinya akan berdampak kepada setiap pasangan pasca perceraian. Pilihan hukum 

tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sehingga ditengah-tengah 

masyarakat dominasi mazhab fikih merasa perlu adanya kepastian hukum tentang status 

pernikahan, dalam kondisi seperti ini pengadilan menjadi pilihan utama dalam 

penyelesaian perceraian. Faktor pendidikan cukup signifikan dalam membangun 

pengetahuan hukum, perilaku hukum, etika hukum masyarakat dalam memahami 

dampak hukum yang ditimbulkan ketika tidak mengikuti prosedur hukum yang telah 

ditatur oleh Negara.
52

 Sebaliknya, bagi mayoritas masyarakat awam yang lebih memilih 

mengikuti hukum setempat yang telah lama diberlakukan (living law). 
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Dalam konteks living law tentang cerai talak di Aceh, kecendrungan fikih 

mazhab Syafi'i telah terpolarisasi sehingga mazhab hukum lokal sulit untuk digantikan 

dengan hukum-hukum lain ketika terjadinya friksi hukum. Bagi mayoritas masyarakat 

tradisionalis mengganggap bahwa hukum fikih lebih utama ketimbang hukum Negara 

ketika terjadi persinggungan hukum yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam 

konteks hukum cerai talak di Aceh, persinggungan hukum antara fatwa dan Undang-

Undang Perkawinan mempengaruhi pilihan hukum bagi masyarakat Aceh. Semangat 

fikih yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Aceh berefek kepada aspek penerapan 

hukum. 

Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak pada poin kedua 

menetapkan bahwa jatuhnya talak tiga ketika suami mengucapan talaknya baik 

diucapkan sekaligus maupun tidak, artinya bahwa ketika terjadi talak tiga yang 

diucapkan oleh suami maka secara hukum fikih tergolong talak ba'in kubra yang 

mengakibatkan suami tidak dapat merujuk kembali istrinya.  

Setidaknya ada empat poin penting ketetapan fatwa MPU Aceh Tentang Talak, 

antara lain; 

1. Talak merupakan pemutusan ikatan perkawinan dengan lafadh talak atau lainnya; 

2. Talak tiga baik sekali ucap maupun tiga kali ucap jatuh talak tiga; 

3. Talak yang dilakukan diluar pengadilan dan/atau talak yang dilakukan tanpa adanya 

saksi adalah sah; 

4. Taushiyah 

Pada ketetapan poin keempat berisakan tentang taushiyah yang terdiri dari enam 

taushiyah, antara lain; pertama, harapan kepada pemerintah Aceh untuk segera 

membentuk qanun munakahat; kedua, harapan kedapa pemerintah sebelum lahirnya 

qanun munakahat untuk mengusulkan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk 

menggunakan fatwa ini sebagai rujukan dalam memutuskan perkara talak guna untuk 

menghindari perbedaan pendapat dan perpechan umat; ketiga, Diharapkan kepada 

Mahkamah Syar‘iyah untuk memeriksa dengan cermat dan akurat Talak yang 

dijatuhkan di luar pengadilan dan menetapkan dalam suatu keputusan; keempat, 

Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau pihak yang 

berwenang untuk mengoptimalkan pembekalan dan penguatan pengetahuan calon 

pasangan suami-istri dalam upaya pencegahan terjadinya Talak semena-mena; kelima, 
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Diharapkan kepada masyarakat agar menghindari hal-hal yang mengarah kepada 

putusnya ikatan perkawinan; keenam, Diharapkan kepada Kantor Kementerian Agama 

Aceh dan pihak terkait agar mensosialisasikan fatwa ini. 

Ketetapan fatwa MPU Aceh tentang talak secara normatif berbeda dengan 

konsep cerai talak yang diatur dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Poin kedua 

dalam fatwa tersebuat berpengaruh besar terhadap masyarakat Aceh, secara sosiologis 

fatwa talak yang dikeluarkan oleh MPU Aceh berangkat dari kegelisahan masyarakat 

Aceh terhadap dualisme hukum yang terjadi. Fatwa tersebut bersifat lokal karena secara 

historis muncul fatwa MPU tentang talak tidak terlepas dari hukum perceraian yang 

hidup di masyarakat Aceh. Model istinbat hukum yang dilakukan oleh MPU Aceh 

tentang talak menggunakan pendekatan tekstual yang mengarah kepada mazhab fikih 

terutama fikih Syafi'iyah, meskipun dalam fatwa dicantumkan juga bahwa acuan dasar 

yang digunakan yaitu dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang terdapat 

dalam al-Quran, al-Hadis, Ijma' Ulama, Qiyas, Pendapat Ulama, Qawa'id Fiqhiyah dan 

Qawa'id Ushuliah. Selain melihat sumber hukum Islam, MPU juga melihat ketentuan 

talak yang berlaku pada undang-undang perkawinan dan Qanun yang terkait dengan 

syariat Islam di Aceh. 

Sumber hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan dan KHI memiliki kesamaan dengan fatwa, hanya saja ada beberapa 

pembaharuan hukum yang dianggap perlu disesuaikan dengan konteks Negara, 

ditambah lagi multikultural keagamaan di Indonesia tidak kaku pada satu mazhab fikih. 

Meskipun ada yang berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang Perkawinan 

semakin melemahkan fikih munakahat. Namun, pendapat tersebut dibantah dengan 

argumentasi bahwa Undang-undang Perkawinan merupakan produk ijtihat yang 

memiliki kedudukan penting dalam penemuan hukum Islam.
53

  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pembasahan perceraian 

hanya memberi penjelasan umum saja, tidak mengatur secara spesifik tentang 

perdebatan talak tiga. Hal ini lumrah saja, karena mengingat UU bersifat mengatur 

secara universal dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam aturan pelaksana atau 

dapat juga melihat KHI. Pada pasal 38 dalam Undang-Undang Perkawinan hanya 
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menjelaskan bahwa putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan putusan 

pengadilan. Ketika ditelusuri lebih lanjut bahwa perceraian yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah cerai gugat dan gugat cerai, sedangkan 

dalam fikih perihal perceraian tidak hanya terbatas kepada cerai gugat dan gugat cerai 

saja, ada khuluk, Li'an, Ila' dan Nusyuz.  

Dalam konteks istinbath hukum, ketika mencermati model istinbath hukum talak 

tiga yang difatwakan oleh MPU Aceh dan aturan hukum tentang talak di Indonesia 

terlihat berbeda, istinbath  hukum yang dilakukan oleh MPU Aceh lebih megarah 

kepada refleksi fikih yang memposisikan diri sebagai muqallid. Pada tataran muqallid 

mengakui bahwa ijtihad masih terbuka tapi dalam arti terbatas,
54

 maksudnya yaitu 

dimungkinkan terjadinya ijtihad diluar konteks hukum yang pernah dibahas dalam fikih 

mazhab.  

Selain Undang-Undang Perkawinan, pemerintah melalui KHI berusaha 

mengatur ketentuan cerai talak secara jelas untuk melengkapi kekurangan yang ada 

dalam Undang-Undang Perkawinan. KHI merupakan Intruksi Presiden kepada 

pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk digunakan dalam meyelesaikan sengketa 

keluarga Islam. Namun, tidak semua hakim Pengadilan Agama terikat dengan 

KHI.
55

Meskipun secara legalitas kedudukan KHI tidak bersifat mengikat layaknya 

perundang-undangan. Tetapi, KHI sebagai Inpres memiliki daya ikat dan memaksa pada 

pihak yang diperintah,
56

ditambah lagi dengan kehadiran KHI dapat meminimalisis 

perdebatan hukum perceraian, karena sumber hukum KHI yang berasal dari kajian 

kitab-kitab klasik ditambah lagi dominasi mazhab Syafi'i dalam materilnya semakin 

menambah respond positif bagi kalangan ulama dan masyarakat yang notabennya 

menganut mazhab Syafi'i.
57

Namun, dalam konteks cerai talak KHI tidak mengikuti 

secara menyeluruh mazhab Syafi'i, KHI menetapkan bahwa cerai talak yang dijatuhkan 

di pengadilan tetap pada talak ba'in sughra.  
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Perbedaan pemahaman hukum percerain antara masyarakat, MPU dengan 

pemerintah semakin memperkeruh percaraian sehingga tidak menutup kemungkinan 

masyarakat lebih memilih cerai di luar pengadilan. Permasalahan ini akan terus-

menerus berlanjut ketika pemerintah tidak mengakomodir hukum yang berlaku di 

masyarakat. Dalam pandangan pluralisme hukum pemerintah seyogyanya melihat 

hukum yang hidup dan budaya hukum yang dipraktikan oleh masyarakat sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Eugen Ehrlich tentang konsep living law. Terkecuali pemerintah 

mengambil paham positivisme dengan membuat aturan yang bersifat memaksa 

masyarakat Aceh untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi 

pandangan ini sangat keliru ketika dilihat dari sudut pandang pluralisme hukum. Ketika 

dilihat dari pluralisme hukum perspektif Menski.  Maka, ketika pemerintah ingin hukum 

perceraian berjalan dengan tertib harus mengikuti kehendak hukum rakyat yang 

bersumber dari agama dan fatwa yang lebih diyakini bagi manyoritan muslim Aceh. 

Ketika dilihat dari aspek pluralisme hukum maka perlu kiranya mengakomodir 

hukum yang dianut oleh masyarakat (non-state) kedalam hukum negara (state), tidak 

hanya itu saja, hakim agama turut dalam proses pluralisme hukum, karena posisinya 

sebagai pihak yang memutuskan perkara perceraian di Indonesia, hal ini dapat 

dijelaskan dalam gambar dibawah ini; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar.2 Pluraisme Hukum 

Dari gambar tersebut diketahui bahwa rangkaian proses pluralisme hukum 

perceraian di Aceh, antara pendapat dalam fikih mazhab Syafi'I, hakim Mahkamah 

Syar'iyah, Undang-Undang Perkawinan, dan Fatwa yang merupakan produk hukum 

MPU Aceh. Keseluruhan pemahaman tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, 
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sehingga ketika keempat elemen tersebut menyatu dan dipraktikan kedalam 

pengambilan keputusan hakim Mahkamah Syar'iyah akan menjadikan suatu solusi 

ketika terjadi ambiguitas hukum perceraian ditengah masyarakat Aceh. 

Jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pemerintah yaitu memberlakukan 

perceraian khusus bagi masyarakat Aceh dengan mengacu kepada mazhab hukum 

perkawinan (fikih) yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh. Atau pemerintah dapat 

juga memberikan opsi perceraian yang ingin ditempuh oleh masyarakat hal ini lebih 

mencerminkan sikap pluralisme hukum. Sebagaimana yang pernah diterapkan oleh 

dinasti Abbashiah yang menempatkan hakim pada pengadilan dengan empat mazhab, 

sehingga masyarakat dapat memilih hukum yang diyakini dan dijalankan pada aktivitas 

sehari-hari. Dengan demikian friksi pemahaman dalam masyarakat terkait hukum 

perceraian di aceh dapat ditekan hingga ke titik nol perdebatan. Selain itu akan dapat 

menjadi bukti sinergitas antar hukum dalam pluralisme hukum. 

Kesimpulan 

Pluralisme hukum di Aceh merupakan cerminan hukum Indonesia dalam 

menyikapi ragam hukum yang terjadi. Dalam konstitusi pemerintah pada dasarnya 

tenlah mengakui ragam hukum dan agama yang ada di Indonesia. Keragaman budaya 

dan agama semakin memaksa pemerintah untuk lebih maksimal dalam menciptakan 

hukum yang dapat mengakomodir hukum-hukum yang hidup ditengah masyarakat.  

Hukum perceraian yang terjadi di Aceh menggambarkan bahwa terjadinya tarik ulur 

hukum yang disebabkan oleh perbedaan pandangan hukum cerai. Akibatnya hukum 

percaraian tidak berjalan dengan makasimal, karena terjadinya perbedaan antara hukum 

agama dan negara. Ketaatan masyarakat kepada hukum agama nyatanya mengalahkan 

ketaatannya kepada hukum negara, meskipun sebagian intelektual muslim 

mengganggap bahwa ketentuan hukum perceraian yang diatur oleh pemerintah dalam 

UU Perkawinan dan KHI merupakan terobosan hukum yang lebih mashlahah bagi 

setiap individu dan negara. Dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk mendudukan 

perbedaan tersebut dan mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat 

sebagaimana semangat hukum yang dirumuskan oleh Eugen Ehrlich, Werner Menski 

dan Lawrence M. Friedman tentang hukum.   
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